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TSI RINGKASAN:

1, Masalah Penelit;an

Dalam tahun-tahun terakhir ini, perkembangan perekonomian
demikian pesatnya sejalan dengan perkembangan dunia usaha, Dalam
rangks menjalankan usaha, pengusaha atau badan usaha tidak jarang
mendapatkan fasilitas pinjeman/kredit dari suztu lembags keuang-
an, sperti bank atau perjanjian lainnya, Dengan demikian telah
timbul perikatan hutang-piutang antara debitur dengan kreditur,
Apabila debitur dapat memenuhi kewajibannya secara sukarela,
maka sesuai pasal 1381 KUH Perdata, perikatan menjesdi hapus, Na-
mun sebaliknya, apaebila debitur melalaikan kewajibannya dapstkah
kreditur melaksanzkan haknya secara bertentangan dengan kehendak
debitur?

Berdasarkan pasal 11317 KUH Perdata bahwa: "Segala kebenda-
aan gSiberhutang menjadi jsminan atas perikatannya seseorang'".
Berdasarken pasal tersebut, pada dasarnya kreditur mempunyai hak
untuk mengajuken gug2tan wanprestasi; menempuh ‘executorial bes-
lag' apabile mendapat Jjaminan hipotik atau gadai; serta dapat
menempuh dengan ¢ara site umum kepsilitan,

Kepailitan adrlah sita dan eksekusi atas seluruh harta ke
kayaan debitur, untuk kepentingan semua krediturnya secara ber-
sama~sama, Pranata hukum kepailitan dimaksudkan untuk melindungi
kreditur agar mendapatkan pembagian pelunasan piutang
Sedanghan bagi debitur dimaksudkan untuk melindungi debitur yang
bener-benar tidak mampu, dari ‘'kejaran' gugat dan sitean indivie
dual secara berkali-kali oleh krediturnya,

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata ada tendensi
bahwa maksud dan tujusn pranatae hukum kepailitan justry
diszlahgunakan untuk menguntungken diri sendiri khususnya yang
dilakukan oleh debitur yang beritiksd buruk.
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Beranjak dari pemikiran yang demikian, maka perm2salahsan
yang kemi ajukan untuk menelaah efektif tidaknya PK adalah:

a, Pasal-pasal manakah dari Peraturan Kepailitan (Faillisse-
mentsverordening) yang mengandung kelemaha2n, sehinggs da-.
pat dimanipulir oleh debitur yang beritiked buruk untuk
menguntungkan dirli sendiri? :

b. Perbuatan debitur yang bagaimanakah yang dapet dikatagori-
kan perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan ca2re mema-
niopulir Perzturan Kepailitan?

2. Tuiuan Eene;;tian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efek-
tifitas pranata hukum kepailitan dew2sa ini., Dalam mengidentifi-
kasikan efektif tidaknya, kami bertitiktolak dari kelemahan atur-
an (pasal-pasal) Peraturan Kepailitan (PK),.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptive, dengan menggunakan
perdeketan juridis-sosiologis. Sumber data yang dipergunakan ada-
lah date primer dan data sekunder,.

Data~datz yang terkumpul dianalisi secars kualitatif dengan
menggunakan cara berfikir induktif, Variabel y~ang dikemukakan di-
maksudkan tidek untuk diuji secera statistik,

4. Kesimpulan dan Saran

Ada beberpa kesimpulan yang dapat kemi peroleh Jdari kele-
mahan aturan (beberapa pasal) dari Peraturan Kepailitan (PX):

a, Karena cepatny2 proses kepailitan, sehingga hakim tidak
bisa meneliti dengan seksama alasan sebab-sebab kepailitan;

b. BHP baru mengetahul 2danya kepailitan, setelah kepailitan
diputuskan, sehingga tugasnya kurang efektif;

¢, Gajl atau perolehan debitur yang berasal dari pekerjaannya
atau jabatannya berade di luar kepailitan, padahal jumlah-
nya cukup besar;

d. Tidak diterapkannya sanksi fisik berupa penyanderaan {gij-
zeling) dan paksaan badan (lifsdwang), y2ng mestinya sangst
berguna untuk mendukung sanksi moral den sanksi hukum yang
kurang efektif;

e. Terlalu singkatnya batas wakte bagi BHP untuk melakukan
gugat berdasarkan 'Actio Pauliana';

f. Dalam praktek asas Jaminan umum kurang dapat diterapkan
berkaitan dengan sisa2 hutang yang belum dibayar oleh de-
bitur, setelah kepailitan.

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut di atas, make saran-
saran yang kami ajuken adalah merupakan perbaikan dari beberapa.
hal dari apa yang telah k@mi kemukskan tersebut,
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